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PUTUSAN
Nomor 380/Pdt.G/2021/PA.Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTABARU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah
menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:
Penggugat, NIK. -, tempat tanggal lahir/'umur Pangkep, 02 Januari
1997, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan
SD, pekerjaan |bu Rumah Tangga, tempat
tinggal di Kabupaten Kotabaru, sebagai
Penggugat;
melawan
Tergugat, NIK. -, tempat tanggal lahir Pangkep, 04 November 1990,
umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan Nelayan, tempat tinggal Kabupaten
Tanah Bumbu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agamatersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Oktober 2021
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru, Nomor
380/Pdt.G/2021/PA.Ktbh, tanggal 27 Oktober 2021, dengan dalil-dalil pada
pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan
Tergugat pada tanggal 21 Oktober 2013 di hadapan Pejabat PPN KUA
Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru dengan Duplikat Akta
Nikah Nomor 10/DUP-KUA/PLU/04/2020 tanggal 20 April 2020
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun

sebagaiman layaknya suami isteri dengan baik, terlah berhubungan
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badan dan keduanya bertempat tinggal Bersama semula di rumah orang
tua penggugat di Jin. Minapuri Gg. Rahmat, Desa Dirgahayu. Setelah itu
pindah ke Batulicin, terakhir tinggal dirumah bersama di JI. Minapuri Gg.
Rahmat, Desa Dirgahayu.
3. Bahwa dari Pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang
anak yang bernama :
a. Selsa Lestari, Lahir Tanggal 23-12-2014 di Kotabaru
4, Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai
goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus
yang sulit didamaikan sejak tanggal November 2019
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada hari itu juga pada
November 2019
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran
tersebut adaalah karena:
a. Tergugat kepergok masuk kedalam rumah (kamar) sepupu
penggugat dengan alasan mengembalikan charge hp, tapi menurut
sepupu penggugat, suami penggugat sudah membuka celana saat di
dalam kamar, semenjak saat itu penggugat tidak lagi suka kepada
tergugat
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut,
akhirnya sejak tanggal Bulan November 2019 hingga sekarang selama
lebih 2 tahun , Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat
tinggal/berpisah ranjang karena Tergugat telah pergi meninggalkan
tempat kediaman Bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat
ini Penggugat bertempat tinggal di J| Minapuri Gg. Rahmat RT. 21 RW.
005 dan Tergugat bertempat JI. Tepian Kusan Desa Mekarjaya Rt. 003
Rw. 000 Kecamatan Kusan Hilir
8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 2
tahun, maka hal dan kewajiban Suami Istri tidak terlaksana sebagaimana
mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan

kewajibannya sebagai Suami terhadap Penggugat;
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9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau
berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat
merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat
dipertahankanlagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus
menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan
untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik
bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul
akibat perkara ini ;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis
Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer
1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan jatuh talak satu ba’in sughra Tergugat terhadap
Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex
aequo et buno);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan
Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan
Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan
Mediator Hakim Pengadilan Agama Kotabaru Siti Fatimah, S.H.l., M.H.,
sebagaimana laporan Mediator tanggal 23 November 2021, akan tetapi tidak
berhasil;

Bahwa, pada persidangan pada tanggal 23 November 2021 Tergugat
tidak hadir walaupun telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk hadir
kembali, dan selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir kembali di persidangan
dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang
sah, meskipun  berdasarkan  Surat  Panggilan  (relaas) Nomor
380/Pdt.G/2021/PA.Ktb Tanggal 30 November 2021 yang dibacakan di
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persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak
ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu
alasan yang sabh;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir lagi sehingga majelis hakim
memulai proses pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat,
dan Penggugat memberikan tambahan penjelasan bahwa Tergugat dalam
kondisi mabuk ketika kepergok masuk ke kamar sepupu bernama Isnawati
yang menjadi alasan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
tergugat, selain itu perselisihan dan pertengkaran juga disebabkan Tergugat
sering mabuk dan selainnya isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak hadir maka jawaban dari Tergugat tidak dapat
didengar;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan
bukti-bukti berupa:

A.

Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 654/DGH/2015/X/2021
tanggal 26 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dirgahayu,
Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi
tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokan dengan aslinya,
yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian
diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 10/DUP-
KUA/PLU/04/2020 tanggal 20 April 2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara
Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis
Hakim, dicocokan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya
dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan

paraf Ketua Majelis;

Saksi:
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1. Saksi 1 Penggugat, tempat dan tanggal lahir Tanjung
Samalantakan, 02 Januari 1975, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten
Kotabaru, Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat dengan
suami terdahulu, telah memberikan keterangan di bawah sumpah
yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat,

dan mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa sejak semula keadaan rumah tangga Penggugat

dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2019 yang

lalu sudah tidak harmonis lagi;

- Bahwa penyebab mereka sering berselisih dan bertengkar,

karena Tergugat kepergok memasuki rumah sepupu Penggugat

bernama Risna dalam keadaan Tergugat membuka celana, saksi

mengetahui karena saksi dan warga langsung mendatangi rumah

Risna setelah mendegar teriakan Risna;

- Bahwa selain itu Tergugat juga sering meminum minuman

yang memabukkan;

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung penggugat dan

Tergugat bertengkar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak kurang

lebih 2 (dua) tahun yang lalu dan yang pergi meninggalkan rumah

kediaman bersama adalah Tergugat;

- Bahwa, Setelah berpisahnya Penggugat dan Tergugat,

Tergugat pernah datang untuk berupaya rukun dengan

Penggugat, tetapi Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan

Tergugat;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasihati

Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, hamun tidak

berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat

dan Tergugat;
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2. Saksi 2 Penggugat, tempat dan tanggal lahir Kotabaru, 04 Mei
1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Kotabaru, Saksi mengaku
sebagai tetangga Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah
sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut
- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat,
dan mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak semula keadaan rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2019 yang
lalu sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab mereka sering berselisih dan bertengkar,
karena Tergugat memasuki rumah sepupu Penggugat dan
membuka celananya, saat itu Tergugat dalam keadaan sadar,
sasksi menegtahui karena mendengar ribu-ribut dan mendengar
cerita tetangga, bahkan satu kampung mengetahui kejadian
tersebut selain itu perselisihan dan pertengkaran disebabkan
Tergugat sering mabuk minuman;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung penggugat dan
tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak kurang
lebih 2(dua) tahun yang lalu. Dan yang pergi meninggalkan rumah
kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa, Setelah berpisahnya Penggugat dan Tergugat,
antara mereka tidak saling mengunjungi dan tidak pernah rukun
kembali;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat supaya
rukun kembali dengan Tergugat, dan pihak keluarga sudah pernah
mendamaikan konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat,
namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat
dan Tergugat;
Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang

isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 380/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;
Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para
pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara
a quo telah memenuhi maksud Pasal Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan
mediator Hakim Pengadilan Agama Kotabaru Siti Fatimah, S.H.l., M.H., namun
berdasarkan laporan mediator tanggal 23 November 2021, mediasi tidak
berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi
ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah kehidupan
rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan
dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tanggal
November 2019. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada hari itu juga pada
November 201Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran
tersebut adaalah karena: Tergugat kepergok masuk kedalam rumah (kamar)
sepupu penggugat dengan alasan mengembalikan charge hp, tapi menurut
sepupu penggugat, suami penggugat sudah membuka celana saat di dalam
kamar, semenjak saat itu penggugat tidak lagi suka kepada tergugat. Akibat dari
perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal Bulan
November 2019 hingga sekarang selama lebih 2 tahun, Penggugat dan

Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Tergugat telah
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pergi meninggalkan tempat kediaman Bersama, yang mana dalam pisah rumah
tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di JI Minapuri Gg. Rahmat RT. 21
RW. 005 dan Tergugat bertempat JI. Tepian Kusan Desa Mekarjaya Rt. 003 Rw.
000 Kecamatan Kusan Hilir. Sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat
selama 2 tahun, maka hal dan kewajiban Suami Istri tidak terlaksana
sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan
kewajibannya sebagai Suami terhadap Penggugat. Penggugat telah berupaya
mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan
musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat
dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya telah disempurnakan/
ditegaskan/dijelaskan oleh Penggugat sebagaimana yang termuat dalam berita
acara sidang;

Menimbang, bahwa atas penjelasan/penegasan/penyempurnaan yang
diajukan oleh Penggugat tersebut sebatas menyempurnakan fakta kejadian,
memberikan keterangan tambahan dan melengkapi keterangan, dan tidak
merubah substansi perkara ataupun subyek perkara, karena yang menjadi
subyek dalam perkara ini, khususnya Tergugat, orangnya tetap sama, juga tidak
merubah substansi perkara, karena pokok perkara a quo adalah perceraian,
sehingga tidak sampai mengarah pada perubahan materi pokok gugatan,
materi pokok tuntutan atau kejadian materiil gugatan awal. Dengan demikian
merujuk ketentuan Pasal 127 Rv oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan
penjelasan/penegasan/penyempurnaan yang merupakan bagian dari
perubahan gugatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalil yang diajukan Penggugat dalam perkara ini
sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun
1975 jo.Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima
untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tidak dapat didengar
dipersidangan karena Tergugat tidak hadir;

Menimbang bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan
yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;
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Analisis Pembuktian
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685
KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;
Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah
mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi selanjutnya
Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi surat keterangan domisili
atas nama Penggugat dan merupakan akta otentik dengan kekuatan
pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, dan
cocok dengan aslinya, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., isi bukti
tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat yang berada di wilayah
hukum Pengadilan Agama Kotabaru dan beragama Islam. Bukti tersebut telah
bermeterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan pasal 5
Undang-Undang 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut
telah memenuhi syarat formil dan materiil. maka sesuai ketentuan Pasal 49
ayat (1) dan Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006
dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 Jo. Pasal 1
huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, secara absolute menjadi
kewenangan peradilan agama dan secara relatif menjadi kewenangan
Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa duplikat fotokopi Kutipan Akta
Nikah yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna
dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, dan cocok dengan aslinya,
sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., isi bukti tersebut menjelaskan
mengenai ikatan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai
suami istri yang sah dengan menikah secara agama Islam. Bukti tersebut juga
telah bermeterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan
pasal 5 Undang-Undang 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti
tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Maka sesuai ketentuan
Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
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Perkawinan, jo. Pasal 4, 5, 6 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan
oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan
hukum dalam perkara a quo (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah pula menghadirkan
bukti 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana secara prosedural kesaksian, yakni
disampaikan di muka persidangan, sudah diperiksa satu persatu secara
terpisah, sudah dewasa dan sudah disumpah menurut tata cara agamanya,
sebagaimana yang dikehendaki Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) R.Bg' Pasal 175
R.Bg. maka secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberi keterangan di
bawah sumpah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih
dan bertengkar disebabkan Tergugat kepergok masuk ke kamar sepupu
Penggugat bernama Risna dengan keadaan celana Tergugat terbuka, selain itu
perselisihan dan pertengkaran diakibatkan Tergugat sering mabuk. Penggugat
dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama
2(dua) tahun. Upaya damai telah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak
berhasil. Keterangan saksi bersesuaian dengan dalil-dalii penyebab
perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sebagai mana
tersebut pada dalil gugatan Penggugat adalah keterangan saksi adalah fakta
yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil
yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu maka keterangan saksi
tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal
308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian
dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua
Penggugat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh
karena itu maka keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309
R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan gugatan cerai
yang dikarenakan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan
Tergugat, sehingga dengan telah didengarnya keterangan keluarga atau orang
dekat Penggugat yang keduanya juga menjadi saksi dalam perkara a quo,
maka majelis hakim menilai ketentuan Pasal 76 UU No. 7 Tahun 1989 tentang
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Peradilan Agama, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah
terpenuhi;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak
ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

------ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan telah
dikaruniai 1(satu) orang anak;
——————— Bahwa kurang lebih rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah
tidak rukun dan harmonis, disebabkan Tergugat kepergok masuk ke kamar
sepupu Penggugat bernama Risna dengan keadaan celana Tergugat
terbuka, selain itu perselisihan dan pertengkaran diakibatkan Tergugat
sering mabuk;
----------- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sekurang-
kurangnya 2(dua) tahun dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
--Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi
tidak berhasil;
Pertimbangan Petitum Perceraian
Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar
Penggugat diceraikan dengan Tergugat dan berdasarkan fakta-fakta tersebut di
atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa menurut pasal 39 UU No, 1 Tahun 1974 yang telah
dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan
menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan
dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan
Pengadilan telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemeritah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak

ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 380/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat
beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai
gugat maupun cerai talak yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus
menerus;

- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak
ada harapan untuk kembali rukun;

- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi
tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu
persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang
telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah
terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan
Tergugat kepergok masuk ke kamar sepupu Penggugat bernama Risna dengan
keadaan celana Tergugat terbuka, selain itu perselisihan dan pertengkaran
diakibatkan Tergugat sering mabuk, dengan demikian unsur pertama tersebut
telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terbukti akibat dari perselisihan pertengkaran yang
terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah rumah selama
kurang lebih 2(dua) tahun dan selama itu telah diupayakan pula oleh pihak
keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun, akan tetapi upaya
tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan
Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan
sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, bahkan
Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai, namun upaya tersebut tidak
berhasil dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas dapat ditarik
suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah

(broken marriage) dipandang telah memenuhi unsur—unsur terjadinya

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 380/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan
seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di
dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan
keluarga/rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah seperti yang
diharapkan oleh pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan
kemadhorotan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau
kedua belah pihak. sebab dengan meneruskan perkawinan akan
mendatangkan rasa tidak aman, madharat atau mafsadat daripada maslahat
bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam
menghindari madharat atau mafsadat wajib didahulukan dari pada mengambil
manfaatnya, sebagaimana kaidah Fighiyyah yang berbunyi :

AJlaoll wl> e pasio suwlaalls >
Artinya: “menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil
kemaslahatan;

Menimbang, bahwa majelis hakim juga mengacu pada kaidah-kaidah
hukum yang terdapat pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl Nomor 379
K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum :

“Bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan
untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti
retak dan pecah”;

Menimbang, Rumusan Hasil Pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah
Agung RI tanggal 19 s/d 20 Desember 2013, yang ditetapkan berdasarkan
SEMA nomor 4 tahun 2014 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno
Kamar Mahkamah Agung tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas
bagi Pengadilan yang antara lain berbunyi : Gugatan perceraian dapat
dikabulkan berdasarkan fakta rumah tangga sudah pecah (broken marreage)
dengan indikator antara lain:

- Bila sudah ada upaya damai, tetapi tidak berhasil;

- Bila sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri’

- Bila salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan
kewajibannya sebagai suami isteri;

- Bila telah pisah ranjang, dan

- Hal-hal lain yang didapatkan dalam persidangan (seperti adanya WIL,
PIL, Penjudi dan lain-lain);
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi
ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas,
maka gugatan Penggugat patut di kabulkan dan melihat Tergugat tidak hadir
lagi dalam persidangan setelah mediasi hingga putusan dijatuhkan dan tidak
pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka
gugatan Penggugat patut dikabulkan di luar hadirnya Tergugat secara
kontradiktoir;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut,
maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum
Islam di Indonesia, Majelis Hakim kemudian menjatuhkan talak satu ba'in
shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta
Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua
atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal
1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif
atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka kepada Penggugat
dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp.806.000,00 (delapan ratus
enam ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang
dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 7 Desember 2021 Masehi, bertepatan

dengan tanggal 3 Jumadil Awwal 1443 Hijriah, oleh H. Riduan, S.Ag. sebagai
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Ketua Majelis, Azhar Nur Fajar Alam, S.H. dan Imaduddin Sakagama, S.H.I.
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari
itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan
didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ridhiaweniaty, S.H. sebagai

Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

H. Riduan, S.Ag.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Azhar Nur Fajar Alam, S.H.

Imaduddin Sakagama, S.H.l.
Panitera,

Ridhiaweniaty, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan Rp. 686.000,00
4. PNBP Panggilan Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi Rp. 10.000,00
6. Biaya Materai Rp. 10.000,00

JUMLAH Rp. 806.000,00

Terbilang : (delapan ratus enam ribu rupiah)
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